KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

NOMOR : é2 KPTS/1J/2022

TENTANG

TIM LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK KONSULTASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

Menimbang

Mengingat

PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

. bahwa Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik

Konsultasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Inspektur Jenderal Nomor 28b/KPTS/IJ/2020 tentang
Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor
06.a/KPTS/IJ/2020 tentang Pembentukan Tim
Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020 sudah

tidak relevan sehingga perlu dilakukan penggantian;

. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum

dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Layanan
Konsultasi dan  Sekretariat Klinik  Konsultasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim
Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi
Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 84);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473);

1. Keputusan Inspektur Jenderal PUPR Nomor
33/KPTS/1J/2017 tentang Pembentukan Klinik
Konsultasi Inpektorat Jenderal Kementerian PUPR;

2. Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
09/SE/1J/2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG TIM
LAYANAN KONSULTASI DAN SEKRETARIAT KLINIK
KONSULTASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN
ANGGARAN 2022.

Membentuk Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat
Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Tahun
Anggaran 2022, yang selanjutnya masing-masing disebut
Tim Layanan Konsultasi dan Sekretariat Klinik Konsultasi,
dengan struktur, nama dan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Layanan Konsultasi terdiri dari:
1. Pengarah;
2. Penanggungjawab; dan
3. Pelaksana Layanan
Sekretariat Klinik Konsultasi terdiri dari:
1. Ketua;
2. Anggota
Tim Layanan Konsultasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan
pendapat terhadap pelaksanaan layanan Klinik

Konsultasi;



KELIMA

b. Memantau dan mengevaluasi kinerja tim pelaksana

Klinik Konsultasi;

. Penanggungjawab

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Klinik
Konsultasi;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan Klinik
Konsultasi secara berkala dan melaporkan kepada
Pengarah;

c. Bertanggungjawab secara umum pelaksanaan
kegiatan Klinik Konsultasi;

d. Menugaskan/menunjuk auditor yang kompeten
diluar Pelaksana Layanan, dan/ atau Tenaga Ahli
dalam hal diperlukan,;

e. Merumuskan kebijakan tentang Standar Operasional
Procedure (SOP) pelaksanaan Klinik Konsultasi;

f. Menetapkan Standar Operasional Procedure (SOP)
pelaksanaan Klinik Konsultasi.

Pelaksana Layanan

Memberikan layanan konsultasi sesuai dengan

permasalahan yang disampaikan oleh pengguna

layanan.

Sekretariat Klinik Konsultasi mempunyai tugas sebagai

berikut:

1.

2.

3.

Ketua

a. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan
administrasi Klinik Konsultasi;

b. Membantu Penanggung Jawab menyusun Standar
Operasional Procedure (SOP) pelaksanaan Klinik
Konsultasi.

c. Bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan.

Wakil Ketua

Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua

berhalangan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan

oleh Ketua.

Anggota

Membantu tugas-tugas Ketua/Wakil Ketua Tim

Sekretariat serta memfasilitasi setiap pelaksanaan






